PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 4 TAHUN 2013

TENTANG

PELAYANAN, PENEMPATAN, DAN PERLINDUNGAN

Menimbang :

Mengingat :

KETENAGAKERJAAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di

Daerah, tenaga kerja mempunyai peranan dan
kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan
tujuan pembangunan.

. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga

kerja sebagaimana dimaksud pada huruf (a), diperlukan
pembangunan ketenagakerjaan sehingga dapat
meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya
dalam Pembangunan Daerah.

. bahwa wuntuk maksud tersebut, diperlukan pengaturan

ketenagakerjaan yang menyeluruh dan komprehensif
antara lain mencakup pembangunan sumber daya
manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing
tenaga kerja, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan
penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan
Industrial serta perlindungan tenaga kerja.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat,
Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Neraga Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4844);



4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4279).

5. Undang undang Nomor. 1 Tahun 1987 tentang Kamar
Dagang Indonesia (KADIN) (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3346).

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Propinsi Riau.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Riau

Gubernur adalah Gubernur Propinsi Riau
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Propinsi Riau.

5. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas yang bertanggung jawab terhadap
ketenagakerjaan di Propinsi Riau.

6. Lembaga Kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan
musyawarah mengenal hal-hal yang berkaitan dengan hubungan
Industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha
dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di Instansi
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur
pekerja/buruh.

7. Lembaga Kerjasama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan
musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri
dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan
pemerintah.

8. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk
dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar
perusahaan, yang  bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan
bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi
hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan
pekerja/buruh dan keluarganya.

9. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik
dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan
dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya
yang terdiri dari.

a. Penyandang cacat fisik.

b. Penyandang cacat mental.
c. Penyandang cacat fisik dan mental.
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Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan
maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan
hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja
dengan membayar upah atau, imbalan dalam bentuk lain.

Pengguna Jasa adalah Instansi Pemerintah atau Badan Usaha
berbentuk badan hukum, perusahaan dan perorangan di dalam atau di
luar negeri yang bertanggungjawab mempekerjakan tenaga kerja.

Pramuwisma adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan pada
rumah tangga dengan upah tertentu.

Bursa kerja adalah tempat penyelenggaraan pelayanan Antar Kerja.

Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk
antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang
terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang di
dasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian Kkerja, yang mempunyai unsur
pekerjaan, upah, dan perintah yang meliputi sektor pertambangan,
pertanian, perkebunan (perkebunan sawit, perkebunan karet, perkebunan
kelapa), property (perumahan), pusat perbelanjaan (mall dan swalayan,
toko), keamanan (security) dan termasuk pekerja bangunan.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga
kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian
dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai
akibat peristiwa atau keadaan yang dilayani oleh tenaga kerja berupa
kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan
belas) tahun.

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai Imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja
kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan, atau, peraturan perundang
undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan
keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan
dilakukan.

Upah Minimum Propinsi adalah upah minimum yang berlaku di
Propinsi Riau.
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Kesejahteraan Pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan
dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di
dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau
tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam
lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan
pengusaha atau pemberi kerja yang memuat = syarat-syarat
kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis

oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib
perusahaan.

Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil
perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa
serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang
bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau
beberapa pengusaha, atau perkumpulan pengusaha yang memuat
syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan
di laksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh = Serikat
Pekerja/Serikat Buruh untuk menghentikan atau memperlambat
pekerjaan.

Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja adalah lembaga yang
melakukan penilaian dan memberikan pengakuan status program
pelatihan kerja Dberbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh
lembaga pelatihan kerja berdasarkan kriteria standar kompetensi.

Balai Latihan Kerja adalah Balai Latihan Kerja Pemerintah Propinsi
Riau.

Lembaga Pelatihan Kerja adalah lembaga yang menyelenggarakan
pelatihan kerja bagi tenaga kerja dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelayanan Tenaga Kerja adalah memberikan program pelayanan kepada
tenaga kerja seperti dalam bentuk Pelatihan Kerja adalah keseluruhan
kegiatan untuk  memberi, memperoleh, meningkatkan serta
mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos
kerja sesuai dengan jenjang dan kualitas jabatan atau pekerjaan baik
di sektor formal maupun di sektor Informal.

Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang
diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan
dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan
instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses
produksi barang atau jasa dalam rangka menguasai keterampilan atau
keahlian tertentu.



32. Sertifikat Pelatihan adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan atas
jenis dan tingkat keterampilan yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang
sesuai dengan standar program pelatihan yang ditetapkan.

BAB 11
KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA

Pasal 2

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi
untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 3

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa
diskriminasi dari pengusaha.

BAB III
PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

Dalam  pembangunan  ketenagakerjaan  Daerah, Pemerintah  Daerah
menyusun dan menetapkan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah sebagai
dasar dan acuan dalam menyusun kebijakan, strategi dan pelaksanaan
program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

Pasal 5

(1) Perencanaan Tenaga Kerja Daerah disusun berdasarkan informasi
ketenagakerjaan Daerah.

(2) Informasi ketenagakerjaan meliputi:

. penduduk dan tenaga kerja;

. kesempatan kerja;

. pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;

. produktivitas tenaga kerja;

. hubungan industrial;

kondisi lingkungan kerja;

. pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan
. jaminan sosial tenaga kerja,
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(3) Informasi Ketenagakerjaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), diatur melalui suatu sistem yang ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.



